
BUPATI TASIKMALAYA 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 41 TAHUN 2012 

TENTANG 

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KABUPATEN TASIKMALAYA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

Menimbang : a . bahwa berdasarkan Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 72 
Tahun 2005 tentang Desa, BupatijWalikota mengatur dan 
menetapkan pedoman pengelolaan keuangan desa; 

Mengingat 

b. bahwa pedoman pengelolaan keuangan desa disusun dalam 
rangka mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang 
transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan d en gan 
tertib dan disiplin anggaran; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana d imaksud 
dalam huruf a dan huruf b , perlu menetapkan Peraturan 
Bupati Tasikrnalaya tentang Pedoman Penge101aan Keuangan 
Desa di Kabupa ten Tasik m alaya. 

1. Unda ng-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tenta g Pem bentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan P opinsi Jawa 
Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Unda ng Nomor 4 Tahu 19 8 tentang 
Pembentukan Ka upaten Purwakarta dan K b paten Subang 
dengan Mengubah Un dang-Undang Nomor 14 Tabun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-Da erah Ka bupaten Dalam 
Lin gkun gan Propinsi J awa Barat (Lem bara n egara Republik 
Indon esia Tahu n 1968 Nom or 31 , Tambahan Lem baran Negara 
Republik Indone ia Nomor 285 1); 

2. Undang-Undang N omor 28 Tahun 19 99 ten tang 
Penyelenggaraan egara yang Bers ih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lem baran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851) ; 

3. Undang-Undang Nomor 3 1 Tahun 1999 ten tang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854), 
sebagaimana te1ah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

31 Tahun 1999 ten tang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 
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4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ten tang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286) ; 

5 . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ten tang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Rep lblik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 400); 

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana elah 
bebera pakali d ·ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua a tas Un dang­
Un dang Nomor 3 2 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu n 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia 
Nomor 4844); 

10. Un dang-Un ang Nom or 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerin tah Pusat dan Pem erintahan 
Daerah Lem ran Negara Repu blik In donesia Tahun 2004 
Nomor 126, ambaha n Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4 438); 

11. Undang-Un d or 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Ret ibusi Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 200 9 om or 13 , Tambahan Lembaran Negara 
Repub lik In d on esia Nomor 5049) ; 

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20 11 tentang Pembentukan 
Peraturan Perund a g- ndangan (Lembaran Negara Republik 
Indon esia Tahun 20 11 Nomor 82 , Tambahan Lembaran 
Negara Repu bl" done i Nomor 5234) ; 

13. Pera turan P merintah Nom or 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nom or 4575); 

14. Peraturan Pemerin tah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4587); 
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ten tang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten j Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 473 7); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang NegarajDaerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2 007 Nomor 8 3 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerin ta han (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lem baran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahu n 2006 
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah bebe a pa kali diu bah, terakhir dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 201 1 tentang 
Perubahan e u a Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nom or 3 Tahu 2 06 ten a n g Pedom an Pen gelolaan 
Keuangan D 

2 1. Perat an Menteri D am Negeri Nomor 37 Tahu n 2007 
tentang Ped Peng 1 an Keuangan Desa; 

22 . Peraturan Daerah Ka bupaten Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 
2007 tentang Ke angan Desa ; 

23. Peraturan D rah Ka bupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 
2008 tentang Pokok-p kok Pengelolaan Keuangan Daerah ; 

24. Peraturan Daerah Ka b aten Tasikm alaya Nom or 8 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya ; 

25. Pera turan Dae a h Ka bupaten Tasikm alaya Nomor 18 Tahun 
2008 entang Kecama tan di Lingkungan Pemerintah 
Kabupa t n Tasikmalaya. 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan :PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA TENTANG PEDOMAN 
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KABUPATEN TASIKMALAYA. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

PasaI 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat; 
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2. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya; 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah; 
4. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya; 
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya; 
6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya 

disingkat DPPKAD, adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan 
Aset Daerah Kabupaten Tasikmalaya; 

7. Camat adalah Camat di Kabupaten Tasikmalaya; 
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa se Kabupaten Tasikmalaya; 
9. Desa adalah Desa di Kabupaten Tasikmalaya. 
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan 
mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat 
istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

8. Pemerintah Desa adalah Ke ala Desa dan Perangkat Desa sebagai u nsur 
penyelenggara pemerintahan desa. 

9. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah di 
Kabupaten Tasikmalaya. 

10. Pengelolaan Keuangan Desa adala h keseluruhan kegia tan 
perencanaan, penganggaran, pen a tausahaan, pelaporan, 
jawaban dan pengawasan ke angan desa. 

yang meliputi 
pertanggung-

11. Lembaga Kemasyar yang d' sebut den gan nama lain adalah 
lembaga yang diben ole m a syarakat ses a i den gan kebutu han dan 
merupakan mitra pemerint sa dalam mberdayakan masyarakat. 

12. Alokasi Dana Desa adalah dana ang dialokasikan oleh Pemerintah 
Kabupaten untuk desa , y e sumber dari bagian dana perimbangan 
keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Ka bupaten. 

13. Peraturan Desa adalah perat ran perundang-u ndangan yang d ibuat oleh 
BPD bersama Kepala Des . 

14. Pembinaan adalah pemberian pedoman, andar pelaksanaan, perencanaan, 
penelitian, pengembangan, bim 'n gan, pendidikan d an pelatihan, konsultasi, 
supervlsl, monitorin g, pengawasan umum da n evaluasi pelaksanaan 
penyelenggaraan pem eri tah sa. 

15. Keuangan Desa adalah s mua hak dan kewajiban dalam rangka 
penyelenggaraan pem rint an desa yang dapat d inilai dengan uang 
termasuk di dalamnya segala bentuk ke ayaan yang berhubungan dengan 
hak dan kewajiban desa terseb t . 

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APB Desa 
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan 
disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, 
dan ditetapkan dengan peraturan desa. 

17. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang 
karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan 
pengelolaan keuangan desa. 

18. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut 
PfPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk 
melaksanakan pengelolaan keuangan desa. 
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19. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk 
menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan 
dan mempertanggung-jawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan 
APBDesa. 

20. Rencana Pembangunan Jangka Pendek (tahunan) yang selanjutnya disebut 
Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) adalah hasil musyawarah 
masyarakat desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan 
untuk periode 1 (satu) tahun. 

21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat 
RPJMDesa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 5 (lima) tahun. 

BAB II 
AZAS DAN KETENTUAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 

Pasal2 

(1) Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akunta bel, 
partisipatif serta dilakukan dengan t rtib dan disiplin anggaran. 

(2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , d ikelola 
dalam mas a 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai 
dengan tanggal 31 Desember. 

(3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan Desa 
didanai dari APBDesa, bantuan Pemerin tah dan bantu an Pemerintah Daerah. 

(4) Penyelenggaraan urusan Pe erint h Da erah yang diselenggarakan oleh 
Pemerintah Desa did anai ari Angg r an Pendapatan dan Belanja Daerah. 

(5) Penyelenggaraan u rusan p meri t ya g dise enggarakan oleh Pemerintah 
Desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 

BABIII 
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 

Pa al3 

(1) Kepala Desa sebagai Kepal Pemerintah Desa adalah Pemegang Kekuasaan 
Pengelolaan Keuangan Desa d mewakili Pemerintah Desa daIam kepemilikan 
kekayaan desa yang dipisahkan; 

(2) Kepala Desa sebagaim ana d imaks d pad a ayat (1), m em punyai kewenangan: 
a. menetapkan kebijakan ten a n g pelaksanaan APBDesa; 
b. menetapkan kebijakan ten tang pengelolaan barang desa; 
c. menetapkan bendahara des ; 
d. menetapkan petugas yang elaku kan pem u ngutan penerimaan desa; dan 
e. menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa. 

(3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh 
Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD); 

(4) Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) adalah Perangkat Desa, 
terdiri dari: 
a. Sekretaris Desa; dan 
b. Perangkat Desa lainnya. 
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(5) Sekretaris Desa sebagrumana dimaksud pada ayat (4) huruf a, bertindak 
se1aku koordinator pe1aksanaan pengelolaan keuangan desa dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Desa. 

(6) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 5 mempunyai tugas: 
a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Penge10laan APBDesa; 
b. menyusun dan melaksanaan Kebijakan Pengelolaan Barang Desa; 
c. menyusun Raperdes APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung 

jawaban pe1aksanaan APBDesa; 
d. menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pe1aksanaan 

Peraturan Desa ten tang APBDesa dan Perubahan APBDesa; 

(7) Kepala Desa menetapkan Bendahara Desa dengan Keputusan Kepala Desa. 

BAB IV 
STRUKTUR APBDesa 

Pasal4 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) terdiri dari: 
a. Pendapatan Desa; 
b. Be1anja Desa; dan 
c. Pembiayaan Desa. 

Paragra f 1 
endapa tan esa 

Pasal 

(1) Pendapatan Desa sebagaimana d imaksud pada pasal 4 huruf a, meliputi 
semua penerim aan uang melalui reken ' g desa dan/ a tau melalui Bendahara 
Desa yang merupakan h ak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang t idak 
perlu dibaya r kembali 1 h Desa. 

(2) Pendapatan Desa sebagaima na dimaksud pada ayat (1) , terdiri dari: 
a. pendapatan asli desa, ter . r i dari : 

1. hasil usaha d e a; 
2 . hasil kekaya an desa; 
3. hasil swadaya dan partisipasi; 
4. hasil gotong royo g; d 
5. Lain-lain pen dapa an a s li desa ya n o s ah; 

b. bagi hasil paj ak aer h Kabupaten Tasik m alaya paling sedikit 10% 

(sepuluh per se a tus) ntuk desa dan dari retribusi Kabupaten 
Tasikmalaya sebagian diperun tukkan b a gi desa; 

c. bagian dari dana perimbangan k eu angan pusat dan daerah yang diterima 
oleh Kabupaten Tasikmalaya untu k Desa paling sedikit 10% (sepuluh per 
seratus), yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang 
merupakan alokasi dana desa; 

d . bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah 
Daerah dalam rangka pe1aksanaan urusan pemerintahan; 

e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat. 

(3) Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah 
Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d d isalurkan melalui kas desa. 
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(4) Sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak 
dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. 

Pasa16 

Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a.l . terdiri 
atas: 
a . tanah kas desa; 
b. pasar desa; 
c. pasar hewan; 
d. tambatan perahu; 
e. bangunan desa; 
f. pelelangan ikan yang dikelola oleh desa; dan 
g. lain -lain kekayaan !llilik sa. 

Pasal 7 

(1) Sumber pendapatan da erah yang bera d a di desa baik pajak maupun retr ibusi 
yang sudah dipun gut oleh Provinsi a tau Kabupaten tidak dibenarkan adanya 
pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa. 

(2) Pungutan retribusi dan pajak lainnya yang telah d ipungut oleh Desa tidak 
dibenarkan dipun gut atau diambil alih oleh Pemerintah Provin si atau 
Pemerintah Kabupaten . 

Pa s al 8 

(1) Pemberian hibah dan s mba s bagaima a d imaksud dalam Pa sal 5 ayat 
(2) huruf e tidak m engurangi ewa ·iban pihak penyumbang kepada Desa. 

(2) Sumbangan yang be en tuk barang, baik barang bergerak maupun barang 
tidak bergerak d icatat seba a i ang i e t a is kekayaan milik desa sesuai 
dengan keten tuan perat ran perundang-undangan. 

(3) Sumbangan yang berbent k u ang dican tumka n d i dalam APBDesa. 

Paragraf2 
Belanj a esa 

asa1 9 

(1) Belanja desa sebagaima n a d ·m aksud pa da pasal 4 huruf b, meliputi semua 
pengeluaran dari reken ing desa danl a tau m elalui bendahara desa yang 
merupakan kewajiban d esa dalam 1 (satu) tahun a n ggaran yang tidak akan 
diperoleh pembayarannya ke ba li 01 h desa . 

(2) Belanja Desa sebagaimana dim aksu d pada ayat 1, terdiri dari: 
a . Belanja lang sung; dan 
b. Belanja tidak langsung. 

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a, terdiri dari: 
a. Belanja Pegawai; 
b. Belanja Barang dan Jasa; 
c . Belanja Modal;. 

(4) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b, terdiri 
dari: 
a. Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap; 
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b. Belanja Subsidi; 
c. Belanja Hibah (Pembatasan Hibah); 
d. Belanja Bantuan Sosial; 
e. Belanja Bantuan Keuangan; 
f. Belanja Tak Terduga. 

Paragraf 3 
Pembiayaan 

Pasa 10 

8 

(1) Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf c, meliputi 
semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan I atau pengeluaran yang 
akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan 
maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 

(2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimak d pada ayat (1), terdiri dari: 
a. Penerimaan Pembiayaan; d 
b. Pengeluaran Pembiayaan. 

(3) Penerim aan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mencakup: 
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya; 
b. Pencairan Dana Cadanga ; 
c. Hasil penjualan kekayaan desa yan g dipisahkan; 
d. Penerimaan Pinjaman. 

(4) Pengeluaran Pembiayaan bagaim n a 1 aksud ada ayat (2), mencakup: 
a. Pemben tukan Dana Cadang n; 
b. Penyertaan Modal Desa; 
c. Pembayaran Utang. 

BAB V 
PENYUSUN N RANC NGAN APBDesa 

Bagian Pertam a 
Rencana Pembangunan Jangka M nengah Desa (RPJMDesa) dan 

Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) 

Pasal 11 

(1) RPJMDesa untukjangka w ktu 5 lim a) tahun m erupakan penjabaran dari visi 
dan misi dari Kepala Desa yang terpi i . 

(2) Setelah berakhir jangka waktu RPJMDesa , Kepala Desa terpilih menyusun 
kembali RPJMDesa untuk jangka wak t 5 (lima) tahun. 

(3) RPJMDesa sebagaimana dimaksud pad a ayat 1 ditetapkan paling lambat 3 
(tiga) bulan setelah Kepala Desa dilantik. 

(4) Kepala Desa bersama BPD menyusun RKPDesa yang merupakan penjabaran 
dari RPJMDesa berdasarkan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa. 

(5) Penyusunan RKPDesa diselesaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun 
anggaran sebelumnya. 
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Bagian Kedua 
Penetapan Rancangan APBDesa 

Pasal 12 

9 

(1) Sekretaris Desa bersama perangkat desa lainnya menyusun Rencana Kerja 
Anggaran Desa, Anggaran Kas Desa, dan Rancangan Peraturan Desa ten tang 
APBDesa berdasarkan pada RPJMDesa, dan RKPDesa. 

(2) Sekretaris Desa menyampaikan Rencana Kerja Anggaran Desa, Anggaran Kas 
Desa, dan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa 
untuk memperoleh persetujuan. 

(3) Kepala Desa menyampaikan Rencana Kerja Anggaran Desa, Anggaran Kas 
Desa, dan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksu d pada ayat (2) 
kepada BPD untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan 
bersama. 

(4) Penyampaian rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 3, 
paling lambat minggu pertama bulan November tahun anggaran sebelu m nya. 

(5) Pem bahasan sebagaim ana dimaksud pada ayat (3), menitikberatkan pada 
kesesuaian dengan RKPDesa. 

(6) Rancangan Peraturan Desa ten tang APBDesa yang telah disetujui bersama 
sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa sebagaimana dimak sud pada ayat (3) 
paling lambat 3 (tiga) hari kerja dis paikan kepada Bupati untuk d ievaluasi. 

(7) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaim ana dimaksud ayat 
(2), d itetapkan paling lamba t 1 (satu) bulan setelah APBD Kabupaten 
ditetapkan. 

(8) Sekretaris Desa dan perangkat d sa lain nya m m buat Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran Desa (DPA Desa) berdasar an APBDesa . 

Bagian Ketiga 
E aluasi Rancangan APBDesa 

Pasal 13 

(1) Bupati sebagaimana d imaksu pada pasal 12 ayat (7) , harus menetapkan 
Evaluasi Rancangan APBDesa aling lama 20 (dua puluh) hari k erja. 

(2) Dalam rangka Pelaksa n a an Evaluasi Ra ncangan APBDesa, Bupati membentuk 
Tim Evaluasi Rancangan A a . 

(3) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melampaui batas 
waktu dimaksud, Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa 
ten tang APBDesa menjadi Peraturan sa. 

(4) Dalam hal Bupati menyatakan has·l eva uasi Ra perdes tentang APBDesa tidak 
sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang 
lebih tinggi, Kepala Desa bersama PD melakukan penyempurnaan paling 
lama 7 (tujuh) hari keIja terhitung sej ak diterimanya hasil evaluasi. 

(5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPD, dan 
Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa ten tang APBDesa 
menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dimaksud dan 
sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. 

(6) Pembatalan Peraturan Desa dan pernyataan berlakunya pagu tahun anggaran 
sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan 
Peraturan Bupati. 
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(7) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (6), Kepala Desa harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan 
Desa dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa 
dimaksud. 

(8) Pencabutan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dilakukan 
dengan Peraturan Desa tentang Pencabutan Peraturan Desa tentang 
APBDesa. 

(9) Pe1aksanaan pengeluaran atas pagu APBDesa tahun sebelumnya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Kepala 
Desa. 

Bagian Keempat 
Pelaksanaan APBDesa 

Paragraf 1 

Pendapatan 

Pasal1 4 

(1) Pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening desa danjatau m elalui 
bend ahara desa; 

(2) Program dan kegiatan yang masuk . esa merupakan sumber penerimaan dan 
pendapatan desa dan wajib dicatat dala m APBDesa 

(3) Setiap pendapatan desa seba gaimana dima ksud pada ayat (1) tersebu t harus 
didukung oleh bukti yang lengkap dan sah; 

(4) Kepala desa wajib mengintensifk pemungu an pendapatan desa yang 
menjadi wewenang dan tanggungj wa bnya; 

(5) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang d itetapkan 
dalam peraturan desa; 

(6) Pengembalian atas kelebihan p en dapatan desa dilakukan dengan 
membebankan pada pendapatan desa yang bersangkutan untuk 
pengembalian pendapatan a.I g terja . alam tahun yang sama . 

(7) Untuk pengembalian kelebihan pen dapatan desa ya ng terjadi pada tahun­
tahun sebelumnya d ibebankan ada belanja tidak terdu ga; 

(8) Pengembalian sebagaimana dim ks d pada ayat (6), harus didukung dengan 
bukti yang lengkap d an sah; 

(9) Komisi, rabat, potongan, a au pen dapatan lain dengan nama dan dalam 
bentuk apapun yang da pat in·lai dengan uang, baik secara langsung sebagai 
akibat dari penjualan, uk m en kar, hibah, a suransi, danj atau pengadaan 
barang dan jasa terma su k pe dapatan bunga, jasa giro, atau pendapatan lain 
sebagai akibat penyimpanan ana anggaran pada bank serta pendapatan Desa 
hasil pemanfaatan kekayaan milik Desa atas kegiatan lainnya merupakan 
pendapatan Desa. 

Paragraf 2 
Belanja 

Pasa115 

(1) Semua belanja desa dilaksanakan melaui rekening desa danjatau melalui 
bendahara desa. 

(2) Setiap Pengeluaran be1anja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti 
yang lengkap dan sah; 
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(3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh 
Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti 
dimaksud; 

(4) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat 
dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan 
menjadi peraturan desa; 

(5) Pengeluaran kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak termasuk 
untuk belanja desa yang ber sifat mengikat dan belanja desa yang bersifat 
wajib yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa; 

(6) Bendahara desa sebagai wafb pun gut pajak penghasilan (PPh) dan pajak 
lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang 
dipungutnya ke rekening kas negar a sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(7) Kepala Desa dilarang melakuk an kegi tan sebagai berikut : 
a. Perdagangan; 
b . pekerjaan pemborongan; 
c. penjualan jasa; da n 
d. bertindak seba gai penjamin ata s kegiatan/pekerjaan/penjualan yang 

berkaitan dengan Pemerintah Desa an kekayaan m ilik Desa. 
(8) Pemerintah Desa dilarang melaku kan pengeluaran atas beban belanja 

desa untu k tujuan yang tidak tersedia anggarannya danl a ta u yang 
angggarannya tidak cukup ter sedia dalam APBDesa. 

Paragraf 3 
Sisa Le ih P ·tu gan An 

Pasal 16 

a n SiLPA) 

Sisa lebih perhitungan angga ran (S iLPA) tahun sebelumnya, merupakan 
penerimaan pembiayaan yang digunakan u ntuk : 
a . menutupi defisit anggaran apa i a eal· a . p dapa an lebih kecil dari pada 

realisasi belanja; 
b. mendanai pelaksanaan kegia an lanjutan atas beban belanjalangsu n g; 
c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum 

diselesaikan. 

Paragraf 4 
Dana Cada ngan 

Pasal17 

(1) Pemerintah Desa dapat membentu k Dan Cadangan untuk mendanai kegiatan 
yang penyediaan dananya tidak d at sekaligus/sepenuhnya dibebankan 
dalam satu tahun anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. 

(2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tujuan 
pembentukan dana cadangan , program dan kegiatan yang akan dibiayai dari 
dana cadangan, be saran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus 
dianggrakan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana 
cadangan dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. 

(3) Kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk 
melaksanakan kegiatan. 
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(4) Rancangan Peraturan Desa tentang pembentukan dana cadangan dibahas 
bersamaan dengan pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. 

(5) Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atau disimpan pada kas 
desa tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah desa. 

(6) Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan lain diluar 
yang telah ditetapkan dalam peraturan desa tentang pembentukan dana 
cadangan. 

(7) Dana cadangan yang dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari penyisihan 
atas penerimaan desa, pmJaman daerah dan penerimaan lain yang 
penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan 
perundang-undangan. 

(8) Penerimaan hasil bungaj deviden rekening dana cadangan dan penempatan 
dalam portfolio dicantumkan sebaga ' penambah dana cadangan berkenaan 
dalam daftar dana cadanga n pad a Lampiran P ra turan Desa ten tang APBDesa. 

(9) Pembentukan Dana Cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan 
dalam tahun anggaran yang berkenaan. 

BABVI 
PERUBAH N APBDesa 

Pasal 18 

(1) Perubahan APBDesa dapat d ilakukan a pabila teIjadi: 
a. keadaan yang menyebabkan h arus dilakukan pergeseran antar jenis 

belanja; 
b. keadaan yang m enyeba ka n s ' sa lebih pe h i ungan anggaran (SiLPA) tahun 

sebelumnya h a rus digunakan dalam tahun berja an; 
c . keadaan darurat ; 
d. keadaan luar biasa. 

(2) Perubahan APBDesa h anya dapat dila kukan 1 (satu ) kali dalam 1 (sa tu) tahun 
anggaran, kecuali dalam ke ar b ' s . 

(3) Perubahan APBDesa terjad i b ila Pe geseran a n ggaran yaitu Pergeseran antar 
jenis belanja dapat d ilakukan en gan cara m erubah peraturan d esa tentang 
APBDesa. 

(4) Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya dalam perubah a n APBDesa, yaitu 
Keadaan yang m enyebabkan Sisa Lebih Perh itunga n An ggara n (SiLPA) tahun 
sebelumnya harus d igun akan dalam ahun berjala n . 

(5) Pendanaan Keadaan Darur . 
(6) Pendanaan Keadaan Luar Bia a . 
(7) Selanjutnya tata cara pengaju a n peru bah an APBDesa adalah sama dengan 

tata cara penetapan pelaksanaan APBDesa . 

BAB VII 
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA 

Pasal19 

(1) Kepala Desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus 
menetapkan Bendahara Desa. 

(2) Penetapan Bendahara Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), harus dilakukan 
sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan 
Keputusan Kepala Desa. 



Bagian Pertama 
Penatausahaan Penerimaan 

Pasal20 

(1) Penatausahaan Penerimaan wajib dilaksanakan oleh Bendahara Desa; 
(2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan: 

a. Buku Kas Umum; 
b. Buku Pembantu Kas; 
c. Buku Pembantu Bank; dan 
d. Buku Pembantu Perincian Obyek Penerimaan. 
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(3) Format Buku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a , huruf, b, huruf c, 
dan huruf d tercantum masing-masing dalam Lampiran I, Lampiran II, 
Lampiran III, dan Lamp·ran IV Pe aturan Bupati ini. 

(4) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang 
menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban penerimaan 
kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 

(5) Laporan pertanggungjawaban penerim aan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3), dilampiri dengan: 
a. Buku Kas Umum; 
b . Buku Pembantu Kas; 
c. Buku Pembantu Bank; 
d . Buku Pembantu Perincian byek Penerimaan; 
e. Buku Laporan Pertanggun awa P nerimaan (SPJ Penerimaan); dan 
f. Bukti penerimaa n lain ya yang sah. 

(6) Format Buku Laporan Pe tanggun gjawa an Penerimaan (SPJ Pen erimaan) 
sebagaimana dimaksud pada a at (5) huruf e tercantum dalam Lampiran V 
Peraturan Bupati in i. 

Bagi Ked a 
Pena ta ahaan Pengeluaran 

Pasa 12 1 

(1) Penatausahaan Pengeluaran wajib dilakukan oleh Bendahara Desa; 
(2) Dokumen penatau sahaan p n ge arar harus disesuaikan pada Peraturan 

Desa ten tang APBDesa a tau Peraturan Desa ten tang Perubahan APBDesa 
melalui pengajuan Sura Per intaan Pembayaran (SPP) ; 

(3) Format SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 
VI Peraturan Bupati ini. 

(4) Pengajuan SPP sebagaimana dimak sud pada ayat (2), harus disetujui oleh 
Kepala Desa melalui Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD); 

(5) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang 
menjadi tanggung jawabnya melalui laporan pertanggungjawaban 
pengeluaran kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya; 

(6) Dokumen yang digunakan Bendahara Desa dalam melaksanakan 
penatausahaan pengeluaran meliputi: 
a. Buku Kas Umum; 
b. Buku Pembantu Kas; 
c. Buku Pembantu Bank; 



" 

14 

d. Buku Pembantu Panjar; 
e. Buku Pembantu Pajak; dan 
f. Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Pengeluaran. 

(7) Format Buku Pembantu Panjar, Buku Pembantu Pajak, dan Buku Kas 
Pembantu Perincian Obyek Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 
huruf d, huruf e, dan huruf f masing-masing tercantum dalam Lampiran VII, 
Lampiran VIII, dan Lampiran IX Peraturan Bupati ini. 

Bagian Ketiga 
Pertanggu gjawaban Penggunaan Dana 

Pasa122 
(1) Laporan pertanggungjawaban pengeluaran harus dilampirkan dengan: 

a. Buku Kas Umum; 
b. Buku Pembantu Kas; 
c. Buku Pembantu Bank; 
d. Buku Pembantu Panjar; 
e . Buku Pembantu Pajak yang disertai bukti atas penyetoran PPN dan PPh ke 

Kas Negara; 
f. Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Penge1uaran yang disertai dengan 

bukti-bukti penge1uaran yang sah; 
g. Format Buku Laporan Perta nggungjawaban Penge1uaran (SPJ 

Pengeluaran); dan 
h. Bukti penge1uaran lainnya ang sah. 

(2) Format Buku Laporan Perta n n gja aban Peng I aran (SPJ Pen geluaran) 
sebagaimana dimaksud ada T t ) te a n m alam Lampiran X Peraturan 
Bupati ini 

BAB 
PERTANGGU GJAWABA PELAKSANAAN APBDESA 

Bagian Pertama 
Penetapan Pert ggungjawaban Pelaksa naa n APBDesa 

Pasal 2 3 

(1) Sekretaris Desa me yusun Rancangan Peratura n Desa ten tang 
Pertanggungjawaban Pela ksanaan APBDesa dan Rancangan Keputusan Kepala 
Desa ten tang Pertanggungiawaban Kepala Desa. 

(2) Sekretaris Desa sebagaima a d im ak ud pada a at (1 ), m enyampaikan kepada 
Kepala Desa untuk diba as b sarna BPD. 

(3) Berdasarkan persetujuan K a la D sa dengan BPD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), maka Rancangan Pe a turan Desa tentang Pertanggungjawaban 
Pe1aksanaan APBDesa dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa. 

(4) Jangka waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan 
paling lambat 1 (satu) bulan sete1ah tahun anggaran berakhir. 

Bagian Kedua 
Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa 

Pasal24 

(1) Peraturan Desa ten tang Pertanggungjawaban Pe1aksanaan APBDesa dan 
Keputusan Kepala Desa tentang Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa 
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sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 23 ayat (3), disarnpaikan kepada Bupati 
melalui Carnat. 

(2) Waktu penyarnpaian sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), paling larnbat 7 
(tujuh) hari kerja setelah Peraturan Desa ditetapkan. 

BABIX 
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA 

Pasal 25 

Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten yang bersumber dari bagian 
dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang d iterim a oleh kabupaten 
untuk Desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen). 

Bagian Pertama 
Tuju an 

Pasa126 

Tujuan Alokasi Dana Desa a dalah: 
a . menanggulangi kemiskinan dan me gurangi kesenjangan; 
b. meningkatkan perencanaan dan penganggara n pembangunan di tingka t d esa 

dan pemberdayaan m asyarakat; 
c. meningkatkan pembangunan infrastru k tur perdesaan; 
d. meningkatkan penga malan n· ai-nilai k agarna an, so sial budaya dala m rangka 

mewujudkan peningkatan sosi 1; 
e. meningkatkan ketrentarnan an ete ti an a yarakat; 
f. meningkatkan p elayanan pa at esa da am rangka pengembangan 

kegiatan sosia l dan eko mi masya aka t; 
g. mendorong peningka ta kes a a an dan otong r yong masyarakat; 
h. meningkatkan pendapatan an rna yaraka desa melalui Bad an Usaha 

Milik Desa (BUMDesa). 

Bagi Kedua 
Pengelola Al kasi Dana Desa 

Pa al 2 7 

(1) Pengelolaan Alokasi Dana Desa merup a kan satu k esatuan d engan pengelolaan 
keuangan desa. 

(2) Rumus yang dipergun aka n dal m Alokasi Dana Desa a dalah: 
a. Azas Merata adala h besarny b agian Alokasi Dana Desa yang sarna untuk 

setiap desa, yang selanj tnya isebut okasi Dana Desa Minimal (ADDM); 
b . Azas Adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa berdasarkan 

Nilai Bobot Desa (BDx) yang d ih itung dengan rumus dan variabel 
tertentu, (misalnya Kemiskinan, Keterjangkauan, Pendidikan Dasar, dan 
(Kesehatan), selanjutnya d isebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP). 

(3) Besarnya prosentase perbandingan antara azas merata dan adil sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), adalah besarnya ADDM adalah 60% (enarnpuluh 
per sen) dari jumiah ADD dan besarnya ADDP adalah 40% (empatpuluh 
persen) dari jutnla.h ADD. 
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Bagian Ketiga 
Mekanisme Penyaluran dan Pencairan 

Pasa128 

(1) Alokasi Dana Desa dalam APBD Kabupaten dianggarkan pada bagian 
Pemerintahan Desa. 

(2) Pemerintah Desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan 
Keputusan Kepala Desa. 

(3) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa kepada 
Bupati c.q Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten melalui Camat 
setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamata n. 

(4) Bagian Pemerintahan pada Setda Kabupaten akan meneruskan berkas 
permohonan berikut lampirannya kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Daerah (DPPKAD) Ka bupa n Tasikmalaya. 

(5) Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten 
Tasikmalaya akan menyalurkan Alokasi Dana Desa langsung dari kas Daerah 
ke rekening Desa. 

(6) Mekanisme Pencairan Alokasi 
bertahap atau disesuaikan 
kabupaten. 

Dana Desa dalam APBDesa dilakukan secara 
dengan kemam uan dan kondis i daerah 

Bagian Keempa t 
Pelaksanaan Kegi tan 

Pasa1 29 

(1) Pelaksanaan kegiatan-k giatan y g embiayaannya bersumber dari ADD 
dalam APBDesa, sepe uhn . aksan ka n oleh Tim Pelaksana Desa dengan 
mengacu pada Pera u a 1. a .. 

(2) Penggunaan Anggaran 1 kasi Dana Desa adalah sebesar 30% (tigapuluh 
persen) untuk belanja a p ratur da erasional pemerinta h desa , sebesar 
70% (tujuhpuluh per en ntuk b iaya pem berdayaan masyarakat. Bagi 
Belanja Pemberdayaan Masyar a t d igunakan u ntuk: 
a. Biaya perbaikan sarana pu ·k dalam ska a kecil; 
b. Penyertaan modal u aha masyaraka t melalui BUMDesa ; 
c. Biaya untuk penga daan ke a anan pangan; 
d. Perbaikan lingkungan dan pem m 
e. Teknologi Tepat Gu na; 
f. Perbaikan keseha a n da en 
g. Pengembangan sosial b ya ; 
h. Biaya lain yang dianggap penti g. 

Bagian Kelima 
Pertanggungjawaban dan Pelaporan 

Pasa130 

(1) Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, 
sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggung-jawaban APB 
Desa; 
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(2) Bentuk pelaporan atas Kegiatan-kegiatan dalam APBDesa yang dibiayai dari 
ADD, adalah sebagai berikut: 
a . Laporan Berkala, yaitu: Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana 

ADD dibuat secara rutin setiap bulannya yang memuat realisasi 
penerimaan ADD, dan realisasi belanja ADD; 

b. Laporan akhir dari penggunaan alokasi dana desa mencakup 
perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi 
dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD. 

(3) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 
melalui jalur struktural yait dari Tim Pelaksana Tingkat Desa dan diketahui 
Kepala Desa ke Tim Pendamping Tingkat Kecamatan. 

(4) Tim Pendamping Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
membuat laporanjrekapan dar· se uruh laporan tingkat desa d i Kecamatan 
yang bersangkutan secara kepada Bupati cq. Tim Fasilitasi Tingkat 
Kabupaten. 

(5) Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Pendamping sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4), di ebanka n pada Anggaran Pendapatan Belanja 
Daerah (APBD) Kabupaten di luar dan a okasi Dana Desa (ADD). 

B BX 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 31 

Pemerintah Kabupaten dan a m at w ·i membina an mengawa sl pelaksanaan 
pengelolaan keuangan desa. 

sal 32 

Pembinaan dan pengawa san pemerinta a upaten sebagaimana d imaksud 
dalam pasal 31 meliputi: 
a. memberikan pedoman dan b imbingan p laks naan ADD; 
b. memberikan bimbingan, pe1af a n dan penyelenggaraan keu angan desa yang 

mencakup perencana an dan penyusu an APBDesa , pelaksanaan dan 
pertanggungjawaban APBDesa; 

c. membina dan men gawasi engelolaan keuangan desa dan pen dayagunaan aset 
desa; 

d. memberikan pedoman an bimbingan pelaksanaan a dminsitrasi keuangan 
desa. 

Pasa 1 33 

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 
meliputi: 
a. memfasilitasi administrasi keuangan desa; 
b . memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa; 
c. memfasilitasi pelaksanaan ADD; 
d. memfasilitasi penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan, 

dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggung-jawaban APBDesa. 



BAB XII 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasa134 
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Peraturan Bupati ini mulai dilaksanakan secara bertahap pada tahun 2014 dan 
akan berlaku efektif apabila perangkat desa telah mengikuti bimbingan teknis 
Pengelolaan Keuangan Desa sesuai Peraturan Bupati ini. 

BAB XIII 
KETENTUANPENUTUP 

PasaI 35 

(1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang 
mengenai teknis pelaksanaa nan y akan diatur lebih lanju t dengan 
Keputusan Bupati. 

(2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati 
danl atau Keputusan Bupati yang memuat ketentuan mengenai pengelolaan 
keuangan desa m asih tetap ber aku sepanjang tidak bertentangan dengan 
peraturan ini. 

Pasa1 3 6 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal d itetapkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, m ernerin tahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan pen em pat nya da am Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

Diund angkan di Singaparna 
pada tanggal 2 l ovember 2012 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN TASIK LAYA, 

NIP. 19611217 198305 1 001 

D 'tetapkan di Singaparna 
pa da tanggal 2 Novanber 2012 

! BUPATI TASIKMALf'YA/ 

BERITA DAERAH KABUPA,TEN TASIKMALAYA TAHUN 2012 NOMOO 41 



LAMPI RAN I PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
NOMOR 41 Tahun 2012 

TANGGAL 2 Nove:nber 201 2 

FORMAT BUKU KAS UMUM 

BUKU KAS UMUM 
DESA ... .. . .. .. ........ .. .... KECAMATAN ............. .. ... .... . ... . ... .. .......... . 

No. 
Tanggal KODE REKENING 

Urut 
1 2 3 

Jumlah 
Jumlah bulan/tanggal 
Jum ah sampai bulan lalu/tanggal 
J unlah semua sid bulan/tanggal 
·' ·sa Kas 

Ter iri dari: 

TAHUN ANGGARAN 20 

URAIAN 

4 

Tunai Rp .... .... ... ..... ...... . .. ... ... ...... ... . 
Sald Bank Rp .... .................. ..... ... .......... . 

.. . .... 

PENERIMAAN (Rp.) 

Rp 
Rp 
Rp 

5 

PENGELUARAN 

Rp 
Rp 
Rp 
Rp 

(Rp.) 
6 

Pa a hari ini tanggal ......... ......... ...... ...... 20 ..... .. ... ... . Oleh kami didapat dalam kas Rp ... ..... ... .. .. ... ..... . ... .. . 
( .. .. ..... ..... .... ......... .... . ....... ... ...... ... ..... .. ... .... ... ... ....... . .... ....... ...... .. ..... . ..... ......... .. .. ..... ... ... . Dengan hu f) 
Terdiri dari : 

Tunai 
Saldo Bank 

Mengetahui 
Kepala Des , 

Rp ... .... ..... ... .. .. . .... .... .. . 
Rp ............... ... ........ . ... . 

( .. . ......... ... .... ..... . .. ... ... .. .. .... .... ) 

Bendahara De a 

( ........... ..... ... ..... ....... ... ..... ...... ) 

! BUPATI TA IK LAYA, 

" f ....J UU RUZHANUL ULUM 



LAMPlRAN II PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
NOMOR 41 Tahun 2012 

TANGGAL 2 ovemb er 201 2 

FORMAT BUKU PEMBANTU KAS 

SUKU PEMSANTU KAS 
DESA .... ...... . ... .. . .... .. KECAMATAN . .... . .. . ..... . . .. .. . ... .. . ........ . ..... . . 

Tanggal 
1 

No. SKU 
2 

Jumlah 

M en getahui, 
Kepala Desa 

Uraian 
3 

( .... ....... ........... ....... .. ..... ........ . ) 

TAHUN ANGGARAN 20 .. .. .. . 

Penerimaan (Rp.) Pengeluaran (Rp.) 
4 5 

....... .. ...... .. Tanggal .. .............. 20 .... .. 

Bendahara Desa 

( ..... .... .. ... . .. ...... ..... ... .. ... ........ . ) 

Jumlah (Rp.) 
6 

( BUPATI TASIKMALAY , 

? UU RUZHANUL U 



LAMPlRAN III PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
NOMOR 41 Tabun 201 2 

TANGGAL 2 NovEmber 2012 

Nama Bank 
Alamat 
R k . e .enmg No. : 

FORMAT BUKU PEMBANTU BANK 

BUKU PEMBANTU BANK 
DESA ... ..... ..... ......... .. KECAMATAN ........... ........ .......... ..... .... .... . 

TAHUN ANGGARAN 20 .. .... . 

TanggaJ No. BKL Uraian Penerimaan (Rp.) PengeJuaran (Rp.) Jumlah (Rp.) 

1 2 

JUmlah 

Mengetahui, 
Kepala Desa 

3 

( .... ... ... ............. ...................... ) 

4 5 6 

. ... ......... .... TanggaJ ....... ... ...... 20 ..... . 

Bendabara Desa 

( ... ... .... ........... .. .. ... .. ...... ... ..... . ) 

! BUPATI TASIKMALAYA, 

fj UU RUZHANUL ULUM 



LAMPI RAN IV PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
NOMOR 41 Tahun 2012 

TANGGAL : 2 November 2012 

FORMAT BUKU PEMBANTU RINCIAN OBYEK PENERIMAAN 

BUKU PEMBANTU 
RINCIAN OBYEK PENERIMAAN 

DESA .............. . ......... KECAMATAN .............. . . . .... . , . ... ....... .. .. .... . 
TAHUN ANGGARAN 2 0 ... ... . 

Nomor 
Tangga l 

BKU 
1 2 

Jum lah 
~Ju llah bulan 1m 

,Ju m lah si d bulan lalu 
um lah sid bulan ini 

mengetahui, 
Kepala Desa 

Uraian 

3 

\ ......... ... .. ............... . .... ........ ... ) 

Nomor STS dan Bukti 
Penerimaan Lainnya 

4 

Rp 
Rp 
Rp 

Jurnlah (Rp.) 

5 

... . . . . .. .. .. .... Tanggal .. . . ... . ... .. .. . 2 0 .. . .. . 
Bendahara Desa 

( ... ...... .... ... .. .. ... ... ...... .. ..... ..... . ) 

! BUPATI TASIKMALAYA, 

? UU RUZHANUL ULUM 



LAM PI RAN V PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
NOMOR 
TANGGAL 

41 Ta hu n 20 12 

2 l ovember 2012 

FORMAT 
FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN 

(SPJ PENERIMAAN) 

DESA .••...••••.•...... ......... ...••...••..•.• 

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA DESA 

(SPJ Penerimaan) 

A Penerimaan Rp. 
1 Tunai m elal . bendahara Rp. 
2 Tran fer ke rekening d esa Rp. 

B ·Ju mlah Pegeluaran (SPJ Pengeluaran) (Rp. 

C.l Saldo Kas di Bendahara Bulan Lalu Rp . 
Bendahara Rp. 

C.2 Saldo Kas di Bendahara Bulan lni (Cl +A-B) Rp . 
1 Bendahara Rp . 

........... .. ... ... , ...... ..... .. .. .... ..... .. ... ...... 
Menyetuju i, Disusun 01 h , 

KepalaDe Bendahara Desa 

(Nama ngkap) (Nama Lengkap) 

N1P .. .. ... ... ... .. .......... .... . N1P ..... .. ... ... ......... .. .. ... . 

f BUPATI TASIKMALA A, 

~ UU RUZHANUL UL 

) 



LAMPI RAN VII PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
NOMOR 41 Tahun 2012 
TANGGAL 2 ~ovember 2012 

FORMAT BUKU PEMBANTU PANJAR 

BUKU PEMBANTU PANJAR 
DESA .................. ... ... KECAMATAN ..... .. ......................... ........ .. . 

Tanggal 
1 

'lo. BKl. 
2 

Jumlah 

Mengetahui. 
Kepala D esa 

Uraian 
3 

( ... ..... ...... .... ................ ...... .... . ) 

TAHUN ANGGARAN 20 .. ... . . 

Penerimaan (Rp.) Pengeluaran (Rp.) 
4 5 

... .... .... ... ... Tanggal ... .... .. ... .... 20 ..... . 

Bendahara Desa 

( ... .. .. ... ....... ..... ..... ...... .... ........ ) 

Jumlah (Rp.) 
6 

f BUPATl TASIKMALAYA, 



LAMPI RAN VIII PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 41 Tahun 2012 

TANGGAL : 2 November 2012 

FORMAT BUKU PEMBANTU PAJAK 

BUKU PEMBANTU PAJAK 
DESA ................. .. .. . .. KECAMATAN . .... .. .. ... . .. ..... .. .... .. .... . ....... .. . 

TAHUN ANGGARAN 20 ...... . 

TanggaJ No. BKU Uraian Jenis Pajak Penerimaan (Rp.) PengeJuaran (Rp.) J umlah (Rp.) 
1 2 

J umlab 

3 

Meogetabui, 
KepaJa Desa 

4 

( ... ............. .. ... ..... ... ..... ..... ... .. . ) 

5 6 7 

...... .......... . Tanggal .... ... ...... .. . 20 .. . 

Bendahara Desa 

( ....... ....... ..... .... ....... ........ ..... .. ) 

f BUPATI TASIKMALAYA, 

\ 
P UU RUZHANUL ULUM 



LAMPIRAN IX PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
NOMOR 41 Tahun 2012 

TANGGAL 2 Nov ember 2012 

Kode Rekening 
Nama Rek en ing 

FORMAT BUKU KAS PEMBANTU 
RINCIAN OBYEK PENGELUARAN 

BUKU KAS PEMBANTU 
RINCIAN OBYEK PENGELUARAN 

DESA .. . . .. ...... .. .. . . .... . . KECAMATAN ...... ..... .... ...... ... ....... .. .. ....... . 
TAHUN ANGGARAN 20 .. .. . . . 

Nomor 
Tanggal Uraian Kas (Rp.) Bank (Rp.) J u mlah (Rp.) 

BKU 
1 2 

I l--_. 
Jumlah 
.. 

JumJah bulan 1m 
J umlah sid bulan lalu 
J u mlah sid bulan ini 

me getahui, 
Kepala Desa 

3 

( ..... ....... .. ... ...... .... ..... .. ..... ...... ) 

4 5 

Rp 
Rp 
Rp 

..... . .. ... .... .. Tanggal ... ... .... .. ... . 20 .... . . 
Ben dahara Desa 

( .... ............ .. ... ... ........ ... ... .... ... ) 

6 

! BUPATI TASIKMALAYA, 



Cara Pengisian Formulir Surat Pengantar SPP-BTL 

1. Namar diisi d engan namar SPP. 

2 . Oesa diisi dengan n a ma Desa. 

3. Namar Peraturan Desa diisi dengan namar Peraturan Desa mengenai 

penjabaran APBDes pada tahun anggaran yang besangkutan. 

4. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang bersangkutan. 

5. Nama bendahara pengeluaran diisi dengan nama bendahara desa 

yang menyusun SPP. 

6 . Pembayaran yang diminta diisi dengan jumlah dana yang diminta 

untuk dicairkan lewat penerbitan SPP. Pengisian disertai dengan 

jumlah terbilang dari dana yang diminta untuk dicairkan tersebut. 

7 . Oi atas baris penandatan ganan diisi dengan tanggal dan tempat 

penerbitan SPP. 

8. Oi bawah tanda ta nga n bendaha ra desa diisi dengan nama jelas 

bendahara desa dan di bawah nama diisi NIP bendahara desa. 

9 . Di bawah tanda tangan Kepala Desa diisi d engan nama j elas Kepala 

Desa dan di bawah nama diisi NIP Kepala Desa. 



Cara Pengisian Formulir Rincian SPP-BTL 

1. Nomor diisi denga n nomor SPP. 

2 . Kolom kode rekening diisi dengan kode rekening jenis belanja. 

3. Kolom uraian diisi dengan uraian/nama rekening sesuai dengan kode 
rekening yang telah diisikan pada kolom kode rekening. 

4 . Kolom jumla h tidak perlu diisi kecuali pada baris TOTAL. 

5. Ba ri s TOTAL diisi pe rsis sarna sesua i d engan jumla h dana SPP-BTL 
yan g diminta. 

6. Terbilang diisi dengan jumlah terbilang dari nilai TOTAL. 

7. Di atas baris penandatanganan diisi dengan tanggal dan tempat 
penerbitan SPP. 

8. Di ba wa h ta nda ta ngan benda h a ra desa diisi dengan nama jelas 
bend a h a ra d esa da n di bawah n a m a dii s i NIP bendaha ra desa. 

9. Di bawah tanda tangan Kepala Desa diisi dengan nama jelas Kepala 
Desa dan di bawah nama diisi NIP Kepala Desa. 

! BUPATI TASIKMALAYA 

JrJJ UU RUZHANUL ULU 



DESA ............... . 
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG 

(SPP-BTL) 
Nomor : . ........ ..... . ... . Ta hun ...... . 

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN 

No. Kode Rekening Uraian Jumlah 
(Jenis) 

l. 
2 . 
3 . 
4 . 
5 . 

Dst. 
TOTAL 

Terbilang: 

Disahkan oleh 
Kepala Desa 

(Nama Lengkap) 

.... .... ....... , 

Disusun Oleh, 
Bendahara Desa 

(Nama Lengkap) 



LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
NOMOR 4:1 Tabun 2012 
TANGGAL 2 November 2012 

FORMAT SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) 

A. SPP - BL 

DESA ....... 
SURAT PERMINTAAN PERMBAYARAN BELANJA LANGSUNG (SPP-BL) 

Nomor : . ....... .... ..... Tahun ...... . 

PENGANTAR 

Dengan memperhatikan Peraturan Desa .......... Tahun ..... .. tentang 
Penjabaran APBDes, bersama ini kami mengajukan Surat Permintaan 
Pembayaran Belanja Langsung sebagai berikut: 

a ) Tah un Anggaran 

b) Untuk Keperluan Bulan 

c) Program 

d) Kegiatan 

e) Na m a Benda h a ra Desa 

f) Jumlah Pembayaran Yang Diminta : Rp .. .. . ...... .. ................. . . 

(terbilang: .......... ... ................. .................... .. ........ ...... .... .......... ) 

Disahkan oleh 
Kepala Desa 

(Nama Lengkap) 

. .... .. .. , 

Disusun Oleh, 
Bendahara Desa 

(Nama Lengkap) 



Cara Pengisian Formulir Surat Pengantar SPP-BL 

1. Nomor diisi dengan nomor SPP. 

2 . Desa diisi dengan nama Desa. 

3. Nomor Peraturan Desa diisi dengan nomor Peraturan Desa mengenat 
penj a ba ra n APBDes pada ta hun anggaran yang besangkutan. 

4. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang bersangkutan. 

5. Untuk keperluan bulan diisi dengan nama bulan peruntukan dana BL. 

6. Untuk Program diisi dengan nama program 

7. Untuk Kegiatan diisi degan nama kegiatan 

8. Nama bendahara desa diisi dengan nama bendahara desa 
menerbitkan SPP. 

yang 

9. Pembayaran yang diminta diisi dengan jumlah dana yang diminta untuk 
dicairkan lewat penerbitan SPP. Pengisian disertai dengan jumlah 
terbilang dari dana yang diminta untuk dicairkan tersebut. 

10 . Di atas baris pena ndatanganan diisi dengan tanggal dan tempat 
penerbitan SPP. 

11. Di bawah tanda tangan bendahara desa diisi dengan nama jelas 
bendahara desa dan di bawah nama diisi NIP bendahara desa. 

12. Di bawah tanda tangan Kepala Desa diisi dengan nama jelas Kepala 
Desa dan di bawah nama diisi NIP Kepala Desa. 



DESA ...... . 
SURA T PERMINT AAN PERMBAYARAN BELANJA LANGSUNG (SPP-BL) 

Nom or : . .. . .... .. .... ... Ta hun . ..... . 

RENCANA PENGGUNAAN DANA 
BULAN: .... . . .. . . . ............. . ... . 

No. 
Urut 

l. 
2. 
3 . 
4. 
5. 
6 . 
7 . 
8 . 
9 . 

Kode Rekening 

Disahka n oleh 
Kepa la Desa 

(Nama Len gkap) 

RINCIAN 

Uraian 

JUMLAH 

.. ... .. . " 

Jumlah 
(Rp) 

Disu su n Oleh , 
Bend a h a ra Desa 

(Na m a Lengkap) 



Cara Pengisian Formulir Rincian SPP-BL 

1. Nomor diisi dengan nomor SPP. 

2. Bulan diisi dengan bulan peruntukan dana BL. 

3. Kolom kode rekening diisi dengan rincian objek rekening. 

4. Kolom uraian diisi dengan nama rincian objek sesuai dengan kode 
rekening yang ada pada kolom sebelumnya (dari point 3). 

5. Kolom jumlah diisi dengan jumlah dana yang akan dibebankan pada 
masing-masing kode rekening. 

6 . Seluruh dana pada masing-masing kode rekening dijumlahkan sehingga 
dihasilkan jumlah totalnya. 

7 . Di atas baris penandatanganan diisi dengan tanggal dan tempat 
penerbitan SPP 

8. Oi bawah tanda tangan bendahara desa diisi dengan nama jelas 
bendahara desa dan di bawah nama diisi NIP bendahara desa. 

9. Di bawah tanda tangan Kepala Desa diisi dengan nama jelas Kepala 
Desa dan di bawah nama diisi NIP Kepala Desa. 



B. SPP BTL 

DESA ............... . 
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG 

(SPP-BTL) 
Nomor : .. . ...... ..... . .... Tahun . .. .. . . 

BTL Rekening 
Desa 
BTL Kas 
Bendahara 

SURAT PENGANTAR 

Dengan memperhatikan Peraturan Desa . .. . ... . .. Tahun ....... ten tang 
Penjabaran APBDes, bersama ini Bendahara mengajukan Surat Permintaan 
Pembayaran Belanja Tidak Langsung sebagai berikut: 

a ) Tah un Anggaran 

b) Nama Bendahara Desa 

c) Jumlah Pembayaran Yang Diminta : Rp . .. . ... ... ... . ................ . 

(terbila ng: . .... ....... .. .. . .. .... .. .......... .. .... .... .. ..... .... .... .. .......... .... ) 

Disahkan oleh 
Kepala Desa 

(Nama Lengkap) 

. ... ... .. .. , 

Disusun Oleh, 
Bendahara Desa 

(Nama Lengkap) 



6.,. 

SPJ - BL BPJ BLT 
JuUllah BPJ (BL+BLT) o.d . KOlle Rekening Uralan Jumlah Angpran 8.d. Bulan s.d. Bulu o.d . BulQn o.d. Bulan Bulan Inl 

Blsa Pagu Anggaran 
Bulan Inl Bulan In! 

LlIlu In! Lalu In! 
1 2 3 4 5 6 · (4+5) 10 11 12=(10+ 11) 13=(6+9+ 12) 14 = 13-13) 

'ence1uaran ') 

- BPJ (BL+BLT) 
~ 

- Peyetoran Pajak 

a. PPN 

b. FPh-21 

c. PPh-22 

d . PPh·23 

Lain-lain 

Jumlah Peng.luaran 

Saldo Kaa 
~-~ 

r~UP~SIKMALAYA' 

't/J UU RUZHANUL ULUM 
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